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5 UPAYA
PENYELENGGARAAN

KOMODITI
SUMBER DAYA
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PENGAWASAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Aman, Berkhasiat, Bermanfaat,

& Bermutu
Tersedia, Transparan,
Merata,& Bertanggun
Terjangkau gjawab

Kemandirian

Tujuan Subsistem Sediaan Farmasi,
Alkes, & Makanan:
Tersedianya sediaan farmasi, alat
kesehatan, makanan yang terjamin aman,
berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu




Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan

1. Pengaturan proses pengadaan obat JKN dan
obat program lainnya di fasisilitas kesehatan
dan satker bidang kesehatan baik pusat dan
Pengadaan Obat daerah berdasarkgan katalog eIektch)mik melalui
website www.inaproc.lkpp.go.id

2. Untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiennsi perencanaan, pengadaan
berdasarkan e katalog dan pemakaian obat
oleh institusi pemerintah dan swasta

1. Menjamin aksesibilitas obat yang aman,
berkhasiat, bermutu dan terjangkau dalam
ORMULARIUM NASIONAL pe|aksanaan_]KN

2. Sebagai daftar obat terpilih yang
dibutuhkan dan harus tersedia di fasyankes
dalam rangka JKN




Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan

1. Pengaturan pencantuman informasi HET
obat oleh industri farmasi pada label obat
dan pemberian informasi HET obat di
pelayanan kefarmasian

Harga Obat 2. Mengatur harga dasar obat program rujuk
balik, penyakit kronis, dan sitostatika yang
belum tercantum dalam e-katalog dalam
rangka penyelenggaraan JKN

3. Mengatur harga dasar obat untuk
penggunaan terapi khusus dalam jumlah
terbatas (dengan mekanisme SAS) dalam
rangka penyelenggaraan JKN

1. Mengatur pemasukan alat kesehatan yang
tidak memiliki izin edar yang sangat

Pemasukan dibutuhkan di wilayah Indonesia melalui jalur
khusus
Obat dan Alkes 2. Tata cara pemberian rekomendasi

persetujuan impor barang komplementer,
barang untuk keperluan purna jual dan tes
pasar berupa obat, tradisional, kosmetika,
suplemen kesehatan dan kosmetika




Upaya Pengawasan untuk Menjamin Persyaratan Keamanan Khasiat / Manfaat, Mutu
Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT

1. Mengatur i tentang registrasi obat oleh industri
farmasi yang dberikan oleh Menkes dan
dilimpahkan kepada Kepala Badan POM

2. Mengatur tentang distribusi lintas Provinsi dengan
mekanisme menyampaikan surat pemberitahuan
kepada Dinkes Provinsi yang dituju, mekanisme
penunjukan apoteker pengganti sementara di PBF
yang disampaikan secara tertulis oleh PBF kepada
Dinkes Prov. dan tembusan Balai POM.

3. Tata cara pengujian mutu obat pada instalasi
farmasi pemerintah baik pusat maupun daerah
untuk menjamin persyaratan kemanan, khasiat dan

mutu obat.

1. Mengatur pemberian izin produksi alkes dan PKRT
2. Mengatur tentang tata cara mendapatkan izin edar
alkes dan PKRT
3. Mengatur tentang tata cara penyaluran alat
ALAT KESEHATAN kesehatan

4. Mengatur tentang lklan alkes dan PKRT
dan PKRT 5. Mengatur tentang Cara Distribusi Alkes yang baik
6. Mengatur setiap perusahaan yang memproduksi
alkes dan PKRT wajib menerapkan CPAKB dan
CPPKRTB k untuk menjamin alkes dan PKRT yang
diproduksi memenuhi persyaratan mutu,
kemanfaatandan keamanan dengan waktu peralihan
4 tahun sejak permenkes ditetapkan




Fasilitas
\\ Pelayanan Kefarmasian

Standar
Pelayanan Kefarmasian

1. Penataan faslitas pelayanan kefarmasian
untuk memberikan perlindungan kepada
masyarakat

2. Tata cara pencabutan apotek rakyat

3. Pengaturan tentang perubahan SIKA

menjadi SIPA dan SIPA dapat diberkan paling
banyak 3 tempat fasilitas pelayanan
kefarmasian

4. Tata cara memperoleh SIPA

5. Pengaturan apotek dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian,
memberikan perlindungan pasien dan
masyarakat dan menjamin kepastian hukum
tenaga kefarmasian di apotek

Pedoman bagi tenaga kefarmasian di
rumah sakit, apotek, dan puskesmas
dalam menyelenggarakan pelayanan
kefarmasian




Percepatan kemandiria
Industri Bahan Baku Obat;
ahan Baku Obat Tradisiona

dan Alat Kesehatan

1. Intruksi kepada 12 K/L untuk
mewujudkan kemandirian dan
meningkatkan daya saing industri farmasi
dan alkes dalam negeri melalui percepatan
pengembangan IF dan Alkes

2 & 3. Acuan bagi Pemerintah, Pemda,
pelaku usaha, lembaga penelitian, lembaga
pendidikan dan masyarakat untuk
meningkatkan pengembangan dan
produksi bahan baku obat dan bahan baku
obat dalam negeri dan mengurangi angka
impor

4. Strategi untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing untuk
mendukung industry farmasi dan alat
kesehatan menjadi bertranfsormasi
menjadi industri berbasis riset
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Memberikan pengetahuan bahkan mampu mendewasakan masyarakat
pengguna sediaan farmasi dan alat kesehatan.
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Membangun harmonisasi hubungan yang komunikatif antara
masyarakat pengguna dan aparatur kesehatan khusus bidang
kefarmasian dan alat kesehatan sehingga meminimalisir penyimpangan
pengelolaan sediaan farmasi dan alkes
-
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Penguatan regulasi kefarmasian dan alat kesehatan dalam rangka
meningkatkan aksesibilitas, mutu dan kemandirian farmasi dan alat
kesehatan
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